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ABSTRAK

Doi menre merupakan istilah yang digunakan dalam perkawinann adat
suku Bugis Bone. la merujuk kepada pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-
laki (calon suami) kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
keluarga untuk keperluan pesta perkawinan. Keberadaan doi menre menarik dikaji
karena ia menjadi penentu terhadap berlangsung dan tidaknya sebuah perkawinan.
Tidak jarang perkawinan batal dilaksanakan hanya karena tingginya permintaan
doi menre dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini, penyusun
tertarik untuk mengkaji kedudukan dan dampak doi menre tradisi perkawinan
masyarakat suku Bugis Bone. Oleh karena itu, penyusun mengajukan dua
rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana kedudukan doi menre dalam
perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Bone? Bagaimana dampak doi menre
terhadap perkawinan adat masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone?

Penelitian ini berdasarkan sumber data yang lebih cenderung kepada
penelitian lapangan (field research), akan tetapi tetap didukung dengan basis data
literatur sebagai penunjang data di lapangan. Penelitian lapangan yang diharapkan
adalah data yang didapatkan langsung pada elemen masyarakat suku Bugis Bone
yang nantinya mampu memenuhi aspek keterwakilan secara menyeluruh. Dalam
hal ini, penyusun menggunakan teori Fungsional dari Emile Durkheim yang
sekiranya dapat merlihat fungsi dari pihak yang berwenangn yaitu antara pare 'wa
sara dan pare’'wa ade di Bugis Bone. Kemudian, teori yang digunakan adalah
teori resepsi yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje sebagai senjata
untuk menentukan kedudukan doi menre dalam pernikahan adat Bugis Bone.
Berdasarkan teori yang digunakan maka, kedudukan doi menre adalah sebagai
hukum adat yang berdiri sendiri.

Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa doi menre dalam
perkawinan adat masyarakat Bugis di Bone telah menjadi syarat bagi
berlangsungnya perkawinan. Sebab, jika tidak dipenuhi maka perkawinan akan
batal. Secara hukum Islam doi menre tidak termasuk bagian dari syarat yang harus
dipenuhi, kecuali sompa (mahar) karena ia merupakan kewajiban. Namun,
keduanya merupakan hasil integrasi yang tidak dapat dipisahkan secara hukum
Adat. Tujuan dari doi menre adalah untuk mempersiapkan segala kebutuhan
dalam acara pesta perkawinan. Secara Kedudukan doi menre telah menjadi hukum
perkawinan adat yang berdiri sendiri. Sebab, ia tidak memiliki relevansi dengan
surat an-Nisa ayat 4, Mappasere menyimpulkan bahwa kedudukan doi menre
telah berdiri sendiri secara hukum adat. Peryataan Mappasere telah didukung oleh
beberapa kepala KUA dan beberapa staf di Kementerian Agama yang ada di
kabupaten Bone. Kemudian dampak besar dari diwajibkannya doi menre sebagai
syarat pernikahan adat Bugis Bone adalah terjadinya silariang (kawin lari).
Kemudian ada juga yang mengatakan istilah “terpaksa kawin”, yaitu mau tidak
mau mereka harus dikawinkan sebagai hukuman sosial dari masyarakat. Para
kaum remaja melakukan hal tersebut agar terhindar dari kewajiban doi menre
yang berjumlah besar.

Keyword: Doi Menre, Perkawinan Adat, Bugis Bone.
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Carilah ilmu dan harta di dunia ini maka kamu akan menjadi
pimpinan atas manusia, karena mereka terdiri dari orang-orang
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
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a mim m em

O nun n en

3 wawu w w

2 ha’ h ha

s hamzah |’ apostrof
] ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

KXTEP Ditulis Muta‘addida
s3c Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

i&a Ditulis Hikmah
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

;¥ aa & | Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dammah ditulis t atau h.

kil 385 | Ditulis Zakah al-fitri
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D. Vokal Pendek
i Fathah Ditulis A
Jad Ditulis fa’ala
— kasrah D!tUI!S ' '
N Ditulis zukira
& Ditulis u
L dammah Ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif Ditulis A
ibla Ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya’ mati Ditulis a
ol Ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati Ditulis i
PR Ditulis karim
4 dammah + wawu mati Ditulis a
La3 Ditulis furd
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya’ mati Ditulis Ai
i Ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati Ditulis au
J3 Ditulis gaul
G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof
(,_,_,\\ Ditulis a’antum
Ehel Ditulis u‘iddat
H08 Gl Ditulis la’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

&l

ol

-

Ditulis

Ditulis

Al-Qur’an

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

Ll Ditulis as-Sama’
S Ditulis asy-Syams
I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.
Gas il g Ditulis Zawf al-furdd
3 Ditulis ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai salah satu unsur penting kehidupan yang akan
dilalui oleh setiap pasangan dan pernikahan tidak bisa dilepaskan dari tradisi
adat yang sudah lama berlaku di Indonesia khususnya bagi Masyarakat
Suku Bugis. Tradisi pernikahan dalam suatu daerah sangat kental dengan
unsur dan ritual adat, terutama bagi Suku Bugis sebelum melanjutkan ke
tahap pernikahan ada hal yang harus dipenuhi oleh (calon) mempelai pria
terhadap (calon) mempelai wanita yaitu sompa (mahar). Selain itu, ada doi
menre yang tidak dapat dipisahkan. la bahkan menjadi penentu bagi

berlangsung dan tidaknya suatu perkawinan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara khusus landasan —
landasan para tokoh adat dan masyarakat suku bugis terkait kedudukan doi
menre. Masalah ini sedang marak diperbincangkan namun tidak banyak
masyarakat suku bugis yang mengetahui kedudukannya, mereka hanya
sebatas menjalankan tradisi yang sudah sangat kental di daerahnya tanpa
adanya pemahaman mendasar. Akibat dari keawamannya, maka banyak
pula masyarakat yang menganggap doi menre sebagai peraturan yang

mengalahkan hukum Islam bahkan sama sekali tidak ada unsur agamanya.

Mengingat tingginya permintaan doi menre kemudian menjadi salah
satu isu mendasar dalam perkawinan adat suku Bugis. Kompleksitas

1



pemahaman keagamaan serta budaya perkawinan pada masyarakat suku
Bugis merupakan nilai- nilai yang tidak lepas untuk kemudian
dipertimbangkan dalam pernikahan seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-

nilai budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan.

Fenomena tersebut menjelaskan bahwa tingkat strata sosial
perempuan dan jenjang pendidikan yang umumnya menjadi standar dalam
menetukan nominal doi menre. Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada
ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, hal tersebut dipertegas jika calon
mempelai perempuan adalah keturunan “darah biru” (keturunan dari
kerajaan Tallo, Gowa, atau Bone) ataupun tingkat pendidikan dan pekerjaan
calon mempelai perempuan adalah S1, S2, Dokter, PNS, dst. Semakin tinggi
nominal doi menre maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai

di mata masyarakat.

Berbeda dengan pemberian mahar yang dimaksudkan dalam agama
Islam dimana berisi kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Hukumnya
wajib, akan tetapi setelah pasti ketentuan pembayarannya tidak menutup
kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling meridhai
menghadiahkan kembali ataupun menggunakan mahar tersebut demi

kepentingan bersama.

Sebagian besar orang berpandangan sama terkait mahar, salah
satunya Kamal Mukhtar dalam bukunya mendefinisikan mahar sebagai

pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada



calon istrinya dalam akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan

kerelaan dari keduanya untuk hidup sebagai pasangan suami istri.

Dalam Islam itu sendiri sudah diatur tentang konsep pemberian
mahar yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadits serta Kitab-kitab lainnya.
Salah satunya terdapat dalam firman Allah pada surat An- Nisa ayat 4 yang

berbunyi :
Uy ya Liia o 518 L dia ¢ (g0 oS0 (ada ol Al (gilBana o L) g3l

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menyatakan bahwa mahar dalam
ayat ini dinamai shaduqat jamak dari shadagah yang berarti kebenaran, hal
ini dikarenakan mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu
merupakan bukti kebenaran janji. Dari segi kedudukan mahar sebagai
lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka mahar
hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi
sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan juga sebagai lambang kesetiaan

suami terhadap istrinya.>

Dari ayat tersebut dipahami bahwa pemberian mahar adalah sebuah
kewajiban bagi mempelai pria terhadap mempelai wanita tetapi dilakukan

dengan persetujuan dan saling ridha dari keduanya tanpa adanya paksaan

1 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang,
1993), him. 81

2 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur an (Bandung
: Lentera Hati, 2002) him. 346



dan aturan terkait jumlah apalagi sampai melewati batas kesanggupan

seseorang.

Dalam hal lain, Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 25 yang

berbunyi :
oyl G sl (a5l edb) 030 (i pasila

Sudah sepatutnya seorang laki-laki yang ingin menikah untuk
meminta persetujuan dari keluarga pihak perempuan. Hal ini disebabkan
seorang perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolaknya.?
Tidak ada paksaan dan batasan dalam memberikan mahar, seberapapun
jumlahnya yang akan diberikan kepada calon istri tetap diperbolehkan.*
Tetapi yang terjadi dalam adat suku Bugis berbeda dengan apa yang sudah
dijelaskan sebelumnya, karena ketika keluarga laki — laki datang untuk
memenuhi permintaan keluarga perempuan, maka harus menyiapkan doi

menre yang akan disepakati dalam pertemuan tersebut.

Faktanya doi menre yang diminta selalu dalam jumlah yang tidak
sedikit. Padahal, berlebih-lebihan dalam memberikan mahar dinilai
merupakan perbuatan yang tidak baik sejak dahulu. Bahkan, Umar bin
Khattab melarang hal tersebut karena banyaknya orang yang berlomba-

lomba memberikan mahar yang sangat mahal. Beliau menyatakan bahwa

him. 104

3 Abduh al Barrag, Panduan Lengkap Pernikahan Islami, (Bandung : Pustaka Oasis, 2011),

4 Abdul al Barrag, Panduan Lengkap, him. 107.



segala sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan kejelekan, salah satu
kejelekan yang dapat muncul adalah riya’ dari dalam diri laki-laki ataupun
perempuan yang akan menikah,® dan bisa jadi dari pihak keluarga juga turut

merasakan dampak keburukannya.

Melihat dari paparan di atas, menjelaskan bahwa adanya keunikan
dari adat suku Bugis Bone dan kesenjangan terkait pemahaman tentang
konsep doi menre, sehingga hal tersebut berdampak terhadap perkembangan

keberagamaan dalam masyarakat umumnya.

Beberapa hal terkait doi menre umumnya berfokus pada realita yang
terjadi, tetapi tidak melihat aspek paling mendasar dari sebab
membudayanya pemahaman tersebut. Sehingga, tidak banyak kalangan
yang ingin mencari tahu lebih banyak tentang kedudukan doi menre dan
lebih kepada mengikuti tradisi yang sudah berlaku. Hal ini yang kemudian

menjadi kegelisahan yang membawa peneliti untuk melakukan penelitian.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkap

sebelumnya, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan

Bagaimana kedudukan “Doi menre "dalam perkawinan adat suku Bugis di

Kabupaten Bone?

® Ibid., him. 108.



Bagaimana dampak tradisi “Doi Menre” terhadap perkawinan adat

masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban

atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni :

Untuk mengetahui dan mengungkap kedudukan “Doi Menre” dalam

perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Bone.

Untuk mengetahui dampak tradisi “Doi Menre” terhadap perkawinan adat

masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ialah:

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan ilmiah dalam studi hukum pernikahan adat.

. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dan
sumbangan pemikiran untuk studi hukum pernikahan adat terkait dengan
kedudukan doi menre Suku Bugis, baik kepada civitas akademika mau pun

kepada masyarakat secara umum.



D. Telaah Pustaka

Kajian doi menre sebenarnya sudah banyak ditulis melalui
penelitian-penelitian yang telah tertuang dalam bentuk tulisan dan buku-
buku yang mewarnai khazanah kepustakaan serta dinamika perkembangan
budaya Indonesia. Oleh karena itu, berikut beberapa karya yang dapat

dipaparkan untuk menunjukkan perbedaan dari penelitian yang sudah ada.

Skripsi dengan judul “Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Panai’
dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar” yang ditulis oleh Rika Elvira
sebagai syarat memenuhi gelar sarjana Hukum Perdata di Universitas
Hasanuddin (UNHAS) Makassar di tahun 2014, dalam skripsi tersebut lebih
memfokuskan kepada aspek akibat dari tidak dipenuhinya permintaan uang
panai’. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kepustakaan. Penelitian ini membuahkan satu kesimpulan vyaitu
menganggap pentinganya uang panai’ untuk dibuatkan suatu akte
perjanjian formil yang sah. dalam hal ini penelitian yang peneliti lakukan
sama-sama berangkat dari fenomena yang terjadi namun berbeda di sasaran

penelitiannya.®

Skripsi dengan judul “ Tradisi Doi Menre dalam proses peminangan
di kalangan masyarakat Bugis kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone
perspektif figih” yang disusun oleh Muhammad sabiq fakultas Syari’ah

jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

® Rika Elvira, Inkar Janji Atas Kesepakatan Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis
Makassar, (Makassar, Skipsi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014).



Dalam skripsi ini lebih menfokuskan pada faktor yang melatarbelakangi
adanya tradisi doi menre serta bagaimana prosesinya dalam pelaksanaan
perkawinan masyarakat Bugis bone berdasarkan tinjauan figh. Metode
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris
dengan pendekatan fenomenologis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa doi menre merupakan bantuan dari pihak laki-laki untuk
meringankan beban pihak perempuan dalam acara pesta perkawinan.
Adapun tinjauan figih secara umum terkait doi menre dalam perkawinan
masyarakat di Bugis Bone, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut

dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam.’

Skripsi dengan judul “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam
Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektik Tokoh Adat dan
Hukum Islam” yang disusun oleh Nurfiah Anwar dari Fakultas Syariah dan
Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006, dalam
penelitian ini memfokuskan kepada aspek dan tinjauan hukum sehingga

belum ada porsi yang melihat adat dari sudut pandang lain.®

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panaik
dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan

Biringkanaya Kota Makassar” yang ditulis oleh Mohammad Ikbal dari

7 Muhammad sabig, Tradisi Doi Menre Dalam Proses Peminangan di Kalangan
Masyarakat Bugis kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone Perspektif Figih, (Malang: Skripsi
Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

8 Nurfiah Anwar, Praktek Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis
Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam. (Yogyakarta: Skripsi Perbandingan Mazhab
dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006).



Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel
Surabaya pada tahun 2012, saat ini menjadi UIN, dalam skripsi ini bertujuan
untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana akibat hukum dan tinjauan
hukum Islam terkait uang panai. Data penelitian dihimpun dengan
menggunakan teknik wawancara dan observasi documenter. hasil penelitian
menyimpulkan bahwa proses penentuan jumlah uang panai dilakukan
berdasarkan musyawarah yang pada akhirnya mendapatkan kesepakatan
antara kedua bela pihak, karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya,
maka menurut hukum Islam tradisi uang panai hukumnya mubah atau

boleh.?

Skrispsi dengan judul “Makna Filosofis Dui’ Menre’ dalam
Pernikahan Bugis” yang ditulis oleh Andi Tenri Purwati mahasiswa
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
pada tahun 2015, dalam skripsi ini membahas tentang nilai-nilai yang
terkandung di dalam doi menre dan memaparkan makna filosofisnya dengan

memakai pandangan filsafat Aristoteles tentang etika.°

Setelah melakukan penelusuran terkait penelitian perkawinan adat
di Indonesia khususnya doi menre, ternyata belum terdapat penelitian yang

secara spesifik membahas tentang kedudukannya. Masing-masing

® Moh Ikbal, Tinjauan Hukum Islam Tentang “Uang Panaik” (Uang Belanja) Dalam
Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
(Surabaya: skripsi Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2012).

10 Andi Tenri Purwati, Makna Filosofis Dui Menre Dalam Pernikahan Bugis, (Yogyakarta:
Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015).
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penelitian di atas hanya memiliki persamaan pada garis besarnya saja yaitu
tradisi doi menre, dimana lebih menfokuskan pada prosesi perkawinannya,
dan kajian filsafatnya. Sehingga masih memungkinkan adanya celah

penelitian dari sudut pandang yang berbeda.
E. Kerangka Teori

1. Mahar dalam Perspektif Islam

Islam menganjurkan pernikahan bagi penganutnya. Pernikahan
dalam Islam mendapatkan perhatian khusus dari Allah SWT, karena itu
banyak ayat al-Qur’an yang berbicara tentang pernikahan, salah satunya

yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 1 :
Cus g Laha (38 9 Banl g Gl (4 ASEIS (1) a5 9880 Gl g3 by
O ) &) ala M 4y G slelud o) ) T 9801 9 plai g ) S Yian ) Lagha
Ld) aSile

Dalam ajaran Islam setidaknya mengandung dua dimensi dari
perintah dianjurkannya pernikahan. Pertama adalah pernikahan mempunyai
dimensi ibadah, artinya bahwa orang yang melakukan pernikahan
dinyatakan sudah melaksanakan perintah Allah.** Dan yang kedua
pernikahan memiliki dimensi pemuliaan derajat manusia, hal ini untuk

membedakan manusia yang beriman dengan yang tidak.? Dua dimensi

11 M. Taufik Mandailing, Good Married Raih Asa Gapai Bahagia, (Yogyakarta : IDEA
Press, 2013), him. 14

12 M. Taufik Mandailing, Good Married...., him. 15
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diatas perlu untuk dipahami dengan baik, sehingga pernikahan itu tidak
hanya dimaknai sebagai alat penyaluran nafsu s yahwat manusia secara

sah dan halal.

Salah satu komponen dalam pernikahan perspektif Islam ialah
adanya pemberian Mahar (Mas Kawin) dari calon mempelai laki — laki
kepada calon mempelai perempuan. Mahar yang dimaksudkan adalah
pemberian sebagai wujud bukti cinta dan sayang dalam kehidupan berumah
tangga dari kedua calon mempelai.** Hal ini berdasarkan dengan firman

Allah dalam surat an- Nisa ayat 4 :
Ly 2 Lisih 0 518 Luadi dla ¢ i 00 oS! (s (8 Al (gilBana pluadl) | 631

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu
dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki — laki
kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Definisi
ini nampaknya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa

mahar itu diserahkan ketika diadakannya akad nikah.

Hak memiliki mahar merupakan salah satu dari upaya Islam dalam
memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan. Sedangkan

mengenai jumlah mahar tidak dibatasi oleh syariat Islam melainkan sesuai

18 M. Taufik Mandailing, Good Married...., him. 36

14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Figh Munakahat dan
Undang — Undang Perkawinan), (Jakarta : Kencana, 2014), him. 84
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kemampuan suami beserta kerelaan istri. Oleh karena itu dianjurkan untuk
seorang perempuan untuk tidak mengajukan permintaan mahar yang
bernilai sangat tinggi sehingga calon suaminya tidak mampu untuk

memenuhinya.’

2. Mahar dalam Perspektif Adat

Pada awalnya dalam tradisi suku Bugis doi menre hanya berlaku
untuk kalangan bangsawan, tetapi seiring perkembangan berjalannya waktu,
doi menre digunakan juga oleh berbagai lapisan masyarakat Bugis. Dalam
sejarahnya, sebelum memasuki abad 21 banyak peneliti asing yang
menyatakan bahwa kekayaan calon mempelai laki-laki dapat dilihat dari

jumlah doi menre yang diserahkan.

Mahar dalam suku Bugis terdiri dari dua jenis uang serahan, yakni
sompal’” dan uang panai’. Pernikahan dalam adat utamanya bagi suku Bugis
diimpelemtasikan dengan pembayaran. Ketika seseorang (laki-laki) dari
suku Bugis ingin melaksanakan pernikahan, maka hal yang paling penting
adalah doi menre. Bahkan, dalam beberapa tahun belakangan hal ini

merupakan sesuatu yang menakutkan bagi calon mempelai pria akan tetapi

15 M. Taufik Mandailing, Good Married...., him. 37-38, lihat juga dalam Sulaiman Rasjid,
Figh Islam (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), hIm. 393

16 Andi Tenri Purwati, Makna Filosofis Dui’ Menrek dalam Pernikahan Bugis, SKripsi
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, him. 49

17 Istilah sompa dalam adat suku Bugis diartikan sebagai penghormatan, penghargaan, dan
pemujaan dengan maksud bahwa yang perlu untuk dihormati, dihargai serta dipuja dalam konteks
ini adalah wanita. Untuk menentukan kesepakatan kedua belah pihak maka akan dilakukan tudang
sompa.
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menjadi ajang ‘adu gengsi’ bagi calon mempelai wanita. Sesuai dengan apa
yang sudah disampaikan sebelumnya, jumlah yang ditetapkan oleh keluarga

perempuan berkisar puluhan hingga ratusan juta.

Sebenarnya dalam ketentuan adat suku Bugis sudah menetapkan
jumlah mahar yang harus ditebus oleh laki — laki kepada wanitanya. Sompa
ini bertingkat-tingkat sesuai dengan derajat sosial wanita dan keluarganya.
Saat ini yang berlaku di masyrakat adalah 80 rella untuk bangsawan, 60
rella untuk golongan daeng (strata sosial menengah) dan 40 rella untuk
golongan orang biasa (strata sosial rendah). Penggunaan istilah rella atau
real (mata uang Arab) disebabkan oleh perjumpaan suku Bugis dengan

bangsa Arab.®

Sebagai salah satu etnis di Indonesia yang memiliki banyak
persinggungan dengan bangsa Arab, maka tidak dapat dipungkiri bahwa
suku Bugis banyak mengambil hal-hal dari tradisi Arab yang juga dilandasi
dengan sunnah Rasulullah. Diantaranya adalah konsep mahar, yang sampai
saat ini sangat melekat di suku Bugis sebagai salah satu bentuk
pengimplementasian dari sunnah Rasulullah ketika memberikan mahar
kepada Siti Khadijah®, sehingga konsekuensi yang terjadi adalah

memungkinkan adanya perpaduan antara syari’at Islam dan adat istiadat.

18 Nurfiah Anwar, “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone
dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2006, hIm. 52

9Kisah ini merupakan salah satu contoh yang beredar di masyarakat suku Bugis terkait
konsep Mahar.
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Artinya bahwa konsep Mahar mengikuti ketentuan Islam namun ada
beberapa hal dari adat Bugis yang menjadi sebuah keharusan untuk dipenuhi

dan akhirnya terbiasa.

3. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontrak
antara kedua sistem itu telah lama berlangsung di tanah air kita.?° Dalam
masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan eratnya hubungan antara keduanya
dapat dilihat dalam ungkapan yang berbunyi, “Adat hula-hulaa to syaraa,
syaraa hula-Aulaa to adati”. Artinya kurang lebih, adat bersendi syara’dan
syara’bersendi adat.?! Menurut Hamka, bahwa hukum adat dan hukum
Islam sangat erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya
yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’itu sendiri.
Hubungan ini tidak dapat dicerai psahkan karena seperti hubungan zat

dengan suatu barang atau benda.?

Kedua Tradisi yang tidak hanya saling melengkapi tetapi pada
kenyataannya menjadi bagian yang tak terpisahkan karena keduannya
dilihat berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan, atau bahkan hukum

Islam dilihat sebagai penyempurna dari hukum adat. orang-orang percaya

20 Muhammad Daud Ali, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990), him. 223.

21 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesi, (Yogyakarta: Teras, 2008), him. 63.

22 Muhammad Daud Ali, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990), him. 223.
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bahwa walaupun hukum adat tidak bersifat sakral, namun ia berasasl dari

sumber yang sama dengan hukum sakral.?

Dari pemaparan di atas maka peneliti ingin menggunakan teori
Fungsionalisme yang dianggap mampu menjembatani kasus ini. Teori
Fungsional adalah suatu bangunan teori yang sangat besar pengaruhnya
dalam ilmu sosial di abad sekarang, dimana teori ini dicetuskan oleh Emile
Durkheim. Pemikiran Structural fungsional sangat dipengaruhi oleh
pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme
biologis dalam hal ini terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan,
dimana ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar
organisme tetap dapat bertahan hidup.?* Sama halnya dengan pendekatan
lainnya dimana structural fungsional ini bertujuan untuk mencapai

keteraturan sosial.

Teori Fungsionalisme yang menekankan kepada keteraturan bahwa
masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian
atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam
keseimbangan. Masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah
secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan.
Mengutamakan keseimbangan, dengan kata lain teori ini memandang

bahwa semua peristiwa dan struktur adalah fungsional bagi suatu

23 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2008), him. 65.

24 John Scott, Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2012), him. 77.
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masyarakat. Dimana jika sekelompok masyarakat ingin memajukan
kelompoknya, mereka akan melihat apa yang akan dikembangkan dan tetap
mempertahankan tradisi-tradisi dan budaya yang sudah berkembang dan

menjadikannya sebagai alat modernisasi.

Teori ini dikeluarkan atas dasar fenomena masyarakat yang semakin
modern agar kesehatan regulasi dan tradisi masyatakat tetap dipertahankan.
Seringkali terjadi kerusakan atau kematian sebuah sistem di masyarakat
karena kegagalan dalam memenuhi persyaratan fungsional, dan semua
sistem yang berhasil pasti telah memunculkan cara-cara yang memenuhi

persyaratan tersebut.?®

Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan
Sosiologi Hukum, pendekatan disini guna membantu mengupas objek dari
penelitian. Suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial
dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Akan tetapi persoalannya
tidak semudah itu, karena perlu ditelti dalam keadaan apa dan dengan cara
apa yang bagaimana sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai
subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi
bersifat timbal-balik. Semacam ini merupakan hal penting yang dihadapi
oleh sosiologi hukum, karena bagaimanapun juga, hukum tidak dapat

dilepaskan dari sistem sosial suatu masyarakat.?® Hal ini dipertegas oleh

2 1bid., him. 195.

26 Soerjono soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,
2011), him.13-14.
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Soepomo, yang menyatakan bahwa sistem hukum adat didasarkan pada
suatu kebutuhan yang berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Untuk
menyelami sistem tersebut, maka seseorang harus menyelami dasar-dasar
alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Untuk itu harus diteliti

susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat.?’

. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek utama yang berada dalam
kerangka ilmiah dan mempunyai kaidah serta prosedur yang dapat
dipertanggung jawabkan.? Bahkan metode penelitian akan membentuk
karakter keilmiahan dari penelitian, karena eksistensi metode dalam sebuah
penelitian ini berfungsi sebagai jalan bagaimana penelitian ini diselesaikan.

Terkait dengan metode penelitian ada beberapa hal yang perlu dijelaskan:

. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan sumber data yang akan digunakan lebih
cenderung kepada penelitian lapangan (field research) akan tetapi tetap
didukung dengan basis data literatur sebagai penunjang data di lapangan.
Penelitian lapangan yang diharapkan adalah data yang didapatkan langsung
pada elemen masyarakat suku Bugis Bone yang nantinya mampu memenuhi

aspek keterwakilan secara menyeluruh.

67

2 1bid., hlm. 59-60.

28 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha llmu, 2010) him.



18

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-analitik
yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan
mengklarifikasi secara objektif dari data-data yang telah dikaji kemudian
dianalisis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti dan
menganalisis praktek pemberian serta kedudukan doi menre dalam

perkawinan suku Bugis di Bone.

3. Sumber Data

Berdasarkan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber primer
(data utama) adalah wawancara dan data dari informan yang dianggap
mengetahui permasalahan dan mampu untuk mewakili pemahaman
kebanyakan masyarakat pada umumnya. Sedangkan sebagai sumber
sekunder (data penunjang) adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan

doi menre pada masyarakat suku Bugis di Bone.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Sosiologi Hukum, dimana seseorang harus menyelami dasar-dasar alam
pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Untuk itu harus diteliti susunan

persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat.
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5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai alat utama pengumpul data.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan wawancara dan metode dokumentasi yaitu mengambil
sumber-sumber data pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan

penelitian, baik berupa primer maupun sekunder.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah
dengan cara editing yaitu data-data yang telah dihimpun, diteliti kembali

secara cermat segi kesesuaian satu sama lain.

7. Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data kemudian dilakukan analisa
data dengan cara deskriptif-analitis. Adapun langkah-langkah dalam

menganalisa data sebagai berikut:

Pertama, data yang telah diolah akan difokuskan pada hal-hal yang
pokok, dicari subtansi yang terkait dengan topik penelitian. Kedua,
klasifikasi data yakni penglompokkan data berdasarkan ciri khas objek

formal penelitian.
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G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian bab serta sub bab

yang merupakan satu kesatuan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan
tentang kegelisahan akademik yang merupakan latar belakang
permasalahan yang diteliti. Kemudian melakukan eksplorasi penelitian
dengan memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan
masalah dan kegunaan penelitian. Langkah tersebut adalah untuk
memberikan arah yang jelas dalam pembahasan yang akan dilakukan.
Berikutnya didukung juga dengan adanya kerangka teori dan metode
penelitian, sebagai bentuk upaya agar dapat menghasilkan penelitian yang
baik serta mempunyai nilai lebih. Pada bab ini diakhiri dengan sistematika

pembahasan yang akan diungkap lebih dalam penelitian ini.

Bab kedua, merupakan bagian pembahasan yang memaparkan
tinjauan umum terkait konsep mahar dalam Islam, mulai dari definisi,
hikmah, hukum, macam-macam baik itu berupa bentuk ataupun nilai,

hingga sampai kepada hal praktek yang dianjurkan.

Bab ketiga, merupakan bagian pembahasan mengenai kondisi suku
Bugis Bone, bermula dari pembahasan tentang etnografi, sejarah, adat, asal
usul munculnya istilah doi menre, dan juga membahas mengenai landasan

dari fenomena tersebut.
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Bab keempat, merupakan bagian pembahasan yang menjelaskan
tentang analisa penelitian, pada bab ini akan diterapkan teori guna
menganalisa masalah penelitian dan akhirnya menjawab apa yang

sebelumnya dipertanyakan dalam rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang
berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran untuk
kesempurnaan penelitian berikutnya dengan melengkapi kekurangan pada

penelitian sebeblumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan oleh penyusun pada
bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan dalam dua bagian: pertama, bahwa
tradisi doi menre dalam perkawinan adat Bugis di Bone telah menjadi syarat
wajib yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, ia juga menjadi
penentu bagi berlangsung dan tidaknya suatu perkawinan. sebab, tidak akan
ada suatu perkawinan tanpa adanya wujud doi menre. Tujuan dari doi menre
adalah untuk merayakan pesta perkawinan bagi pengantin baru. Jadi, segala
keperluan dan kebutuhan resepsi yaitu menggunakan doi menre dari
pemberian calon mempelai laki-laki. Bahkan kebanyakan dari pihak
perempuan menutupi segala keperluan yang masih kurang demi kelancaran
dan suksesnya sebuah acara. Jumlah doi menre di masyarakat Bugis Bone
ditentukan berdasarkan strata sosial. Semakin tinggi status sosial dari pihak
perempuan, maka samkin besar pula jumlah doi menre yang akan
dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Meskipun doi menre ini tak selamanya
besar yang diberikan oleh pihak laki-laki, tetapi sifatnya tetap wajib sebagai
syarat dalam perkawinan adat.

Tradisi doi menre dalam perkawinan adat Bugis di Bone pada
dasarnya sejalan dengan sistem perkawinan Islam. sebab, doi menre
menurut sistem perkawinan Islam hanya dianggap sebagai pemberian

hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam ketetapannya,
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pihak perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan jumlah doi menre,
melainkan penentuannya adalah hak proregatif dari pihak laki-laki.
Berdasarkan Islamisasi dengan model akomodasi, maka telah membangun
dialog antara sistem perkawinan Islam dengan budaya perkawinan Bugis
agar menghadirkan kerelaan saling melebur antara keduanya tanpa harus
menghilangkan atau mencenderai identitas masing-masing. Dengan
demikian, tradisi doi menre tetap dipertahankan sebagai pemberian hadiah
dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun, pada prakteknya
masyarakat seringkali mengabaikan prinsip-prinsip Islam yaitu prinsip
kemudahan (at taisir). Doi menre justru menjadi syarat wajib bagi
berlangsungnya perkawinan. Tentu hal ini merubah kedudukannya sebagai
hukum adat yang sejajar dengan hukum Islam. jika demikian, maka tradisi
doi menre dalam perkawinan adat Bugis di Bone secara kedudukan
merupakan hukum adat yang berdiri sendiri.

Kedua, Dampak dari doi menre dalam perkawinan adat Bugis di
Bone adalah banyaknya para remaja yang melakukan tindakan negatif
seperti; silariang (kawin lari), hamil di luar nikah, dan perzinaan. Sehingga
akibat dari perbuatan yang dilakukan mau tidak mau mereka akan
dikawinkan oleh orang tuanya dengan bayaran doi menre secukupnya. Para
remaja melakukan hal tersebut, akibat doi menre yang begitu besar
jumlahnya yang bagi calon mempelai laki-laki tidak mampu untuk
memenuhinya. Dampak lainnya adalah pihak perempuan pada akhirnya

menjadikan tradisi doi menre sebagai ajang gengsi-gengsian. Sebab, tidak
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menginginkan acara pesta perkawinan mereka terlihat sederhana, semuanya
harus serba mewah agar status sosial mereka dinilai meningkat oleh

masyarakat.

. Saran-Saran

Doi menre dalam pernikahan adat Bugis di Bone adalah sebuah
kasus yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat awam (luar
Sulawesi), bahkan menjadi teka-teki apa penyebabnya yang membuat ia
begitu besar jumlahnya. Penelitian kasus ini juga sudah banyak terdapat dari
para sarjana maupun peneliti-peneliti lainnya. Namun, pada penelitian yang
penyusun titik beratkan adalah masalah kedudukan hukum doi menre di
Bone. Mengingat penelitian yang penyusun lakukan masih terdapat banyak
kekurangan, maka penyusun berharap pada penelitian berikutnya untuk
menitik beratkan masalah jumlah doi menre pada statifikasi sosial
masyarakat Bugis Bone. Sebab, jumlah dari doi menre pada tingkatannya
berbeda-beda. Pemberian batas menimumnya belum diketahui oleh banyak

orang.
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